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Abstract 
 
This study examines the areas of asset management at the Department of 
Revenue Financial Management and Regional Asset West Seram Regency. Based 
on data from the First Semester Examination Results Summary In 2012, 
accountability reports Budget West Seram Regency received a disclaimer opinion 
by the Supreme Audit Agency from 2006 to 2010. Based on the results, it can be 
concluded that the asset management DPPKAD West Seram Regency has not gone 
well, judging from the aspects of asset management is an inventory of assets that 
have not been going well, legal audit has not been performed optimally, the 
valuation of assets that have not been completed, asset optimization is not maximal, 
and weak supervision and control of assets.  
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A. Pendahuluan 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah, dalam penjelasan umumnya otonomi daerah memakai 
prinsip otonomi seluas-luasnya dengan pengertian lain bahwa daerah 
diberikan kewenangan untuk mengurus serta mengatur seluruh urusan 
pemerintahan sel ain urusan yang menjadi urusan Pemerintah yang telah 
diamanatkan dalam Undang-Undang ini. Untuk itu pemerintah daerah 
diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan daerah agar dapat 
memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan 
masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh 
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karena itu otonomi daerah harus bertanggungjawab. Melihat pasal 22 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka 
penyelenggaraan otonomi daerah mempunyai kewajiban: 
1. Kewajiban mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya 
(urusan pemerintahan) dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan 
memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan 
minimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan 
melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan 
kebutuhan masyarakatnya. 
2. Kewajiban membuat rencana kerja pemerintahan daerah dan 
dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan 
daerah yang dikelola dalam sistem pengelolahan daerah. 
3. Kewajiban pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, 
transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan 
perundang-undangan. 
Variabel keuangan merupakan faktor yang sangat penting dan menjadi 
determinasi terhadap berhasil tidaknya implementasi otonomi. Desentralisasi 
kewenangan pengelolaan pemerintahan berarti beban pembiayaan harus 
ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan 
daerah yang diformulasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) mencerminkan kemampuan keuangan daerah serta menjadi 
parameter kinerja pemerintahan. Setiap nilai yang ditetapkan dalam dokumen 
anggaran memiliki pertanggungjawaban terkait dengan kepentingan hajat 
hidup rakyat banyak. Pemborosan anggaran merupakan penyelewengan yang 
sangat menyakitkan rakyat, sebagai pihak yang membiayai anggaran daerah 
tersebut. Oleh karena itu, agar tidak terjadi distorsi dalam pengelolaan 
keuangan dan aset daerah, maka penerapan prinsip good governance merupakan 
sebuah keharusan. 
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Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari 
laporan keuangan pemerintah, pengakuan/penilaian dan penyajian serta 
pengungkapan aset/barang milik daerah menjadi fokus utama. Hal ini karena 
aset/barang pemerintah daerah memiliki nilai yang sangat signifikan dan 
sangat kompleks. Dengan demikian, upaya peningkatan akuntabilitas dan 
transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilakukan tanpa 
pembenahan pengelolaan aset/barang milik daerah. Setiap tahap, mulai dari 
perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui DPRD.  
Aset/barang milik daerah merupakan salah satu alat penyelenggaraan 
roda pemerintahan guna mendukung pelayanan masyarakat/stakeholder. 
Ironisnya, walaupun memegang peranan penting, seringkali aset belum 
dikelola secara transparan dan akuntabel. Padahal penatausahaan dan 
pelaporan aset sangat berarti bagi kewajaran laporan keuangan. Kesalahan 
dalam melakukan penilaian aset/barang dapat mengakibatkan kesalahan 
materiil karena nilai yang diinvestasikan relatif signifikan.  
 
B. Tinjauan Teori 
Soleh dan Rochmansyah (2010:151) mengatakan   bahwa 
pengelolaan/manajemen aset daerah meliputi beberapa tahap yaitu: 
perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk 
penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan.  
Gambaran teknis mengenai pengelolaan aset daerah telah ditegaskan 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam 
penjelasan Permendagri tersebut dikemukakan bahwa dikeluarkannya 
pedoman teknis itu didorong oleh suatu keinginan agar pengelolaan 
aset/barang milik daerah dilakukan dengan baik dan benar, mengingat aset 
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/barang milik daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.  
Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang milik daerah adalah 
semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang 
sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya 
ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur 
atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuhtumbuhan kecuali uang dan 
surat-surat berharga lainnya. 
Permasalahannya adalah bagaimana hasil kegiatan penertiban barang 
milik daerah dan pengaruhnya terhadap kewajaran nilai aset tetap yang 
disajikan dalam laporan keuangan. Penyajian yang baik dalam laporan 
keuangan menunjukkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah. 
Pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam laporan keuangan tersebut 
setiap tahun akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemudian 
diberikan opini.  
Menurut Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Badan 
Pemeriksaan Keuangan, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa 
mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan 
keuangan. Pernyataan profesional adalah kesimpulan pemeriksa mengenai 
tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. 
Pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa 
mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 
yang didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (Adequate Disclosures), (3) 
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas Sistem 
Pengendalian Intern. 
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Pemeriksaan BPK sering menemukan ketidaksesuaian laporan 
aset/barang milik daerah dengan laporan keuangan pemerintah daerah. 
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
menyebutkan bahwa nilai aset pada neraca tidak didasarkan pada inventarisasi 
dan penilaian yang dilakukan. Aset tetap belum seluruhnya tercatat dan 
dilaporkan dalam neraca. Selain itu, sering ditemukan perbedaan pencatatan 
aset tetap menurut unit akuntansi keuangan dengan unit akuntansi barang.  
Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan salah satu kabupaten hasil 
pemekaran dari Kabupaten Maluku Tengah di Provinsi Maluku berdasarkan 
pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 
Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten 
Kepulauan Aru. Data dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2012 menunjukkan bahwa sumbangan 
PAD terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar 1,43 persen per tahun. 
Sementara, sumbangan dana perimbangan terhadap pendapatan daerah rata-
rata sebesar 67,96 persen per tahun.  
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Seram Bagian Barat sebagai salah satu unit organisasi pengelola dan 
penatausahaan aset daerah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Seram 
Bagian Barat Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Seram Bagian Barat, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah dan 
tugas pembantuan dibidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah.  
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari sejumlah dinas 
dan lembaga teknis daerah yang dilengkapi dengan beragam aset daerah. Agar 
dapat menunjang tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD serta 
memberikan pengamanan aset, harus dilakukan inventarisasi aset daerah. 
Selain itu inventarisasi aset secara signifikan dapat memberikan pengaruh 
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terhadap peningkatan pendapatan aset daerah. Karena pada dasarnya aset 
milik pemerintah daerah adalah salah satu aspek modal daerah sebagai sarana 
pengelolaan pemerintahan daerah. 
Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
semester I tahun 2012 untuk tahun buku 2010 menyebutkan, jumlah 
Pemerintah Provinsi yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian hanya 
6 dari 33 provinsi, atau bila dipresentasekan sebesar 18%. Sedangkan untuk 
Pemerintah Kabupaten yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian 
berjumlah 16 dari 394 kabupaten atau sebesar 4%, dan untuk Pemerintah Kota 
berjumlah 21 dari 85 kota atau sebesar 13% (Suwanda, 2013:6). 
Data tersebut membuktikan bahwa sebagian besar opini terhadap 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia belum memuaskan. 
Laporan keuangan yang baik sejatinya tidak hanya ingin dicapai demi 
mendapat opini dari BPK, tetapi dapat menjadi instrumen pengambilan 
keputusan yang tepat dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. Dengan tidak didapatnya opini Wajar Tanpa 
Pengecualian dari BPK, jelas menimbulkan masalah bagi penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan tidak tercapainya akuntabilitas laporan keuangan. 
Sementara itu untuk Kabupaten Seram Bagian Barat sendiri, data dari 
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012 membuktikan sejak tahun 
2006 sampai tahun 2010 Kabupaten Seram Bagian Barat diberikan 
opini disclaimer atau penolakan pemberian opini oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) terhadap laporan pertanggungjawaban APBD. Hal ini 
disebabkan pengelolaan aset daerah yang tidak profesional. Kondisi ini dipicu 
oleh beberapa hal, diantaranya perencanaan anggaran yang kurang tepat dan 
tidak proporsional, pengadaan aset yang rawan dengan penyimpangan, 
pemeliharaan aset yang asal-asalan maupun keputusan penghapusan aset yang 
tidak tepat disebabkan karena minimnya pengetahuan dan pemahaman 
terhadap pengelolaan aset/barang milik daerah. Salah satu masalah yang 
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sering menjadi masalah krusial dalam menyajikan sebuah laporan keuangan 
daerah yang baik yaitu tata cara pengelolaan barang atau aset milik daerah. 
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat terus menerus mendapatkan 
teguran dan kritikan dari institusi yang berwewenang dalam melakukan audit 
terhadap aset pengelolaan barang milik daerah. 
Beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan barang milik daerah 
diantaranya adalah tidak diketahuinya nilai aset khususnya yang berupa tanah 
dikarenakan tidak adanya kelengkapan administrasi (sertifikat), barang 
bergerak (mobil/motor) yang seharusnya menjadi fasilitas untuk jabatan 
tertentu namun fenomena yang terjadi di lapangan fasilitas mengikuti NIP 
sehingga pejabat yang sudah pindah ke tempat tugas lain masih membawa 
mobil/motor yang secara administrasi tercatat sebagai aset pada instansi 
tempat asal pejabat tersebut bertugas. Tentunya hal ini mempengaruhi 
kesemrawutan administrasi pada buku inventaris.  
Pelaksanaan fungsi pengelolaan Aset daerah di Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat belum 
berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Upaya peningkatan akuntabilitas dan 
transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Seram 
Bagian Barat tidak dapat dilakukan tanpa pembenahan pengelolaan 
aset/barang milik daerah. Penyebab lemahnya pengamanan aset/barang milik 
daerah adalah masih lemahnya sistem pengendalian aset. Hal ini tidak lepas 
dari belum adanya dukungan sistem database aset/barang milik daerah yang 
terintegrasi antara data akuntansi yang dikelola oleh Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan data aset yang biasa dikelola 
oleh Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Seram 
Bagian Barat, serta Bagian Perlengkapan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Lainnya. Dari segi administrasi, banyak ditemukan aset yang tercatat tidak 
didukung dokumen legal yang memadai. 
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Belum memadainya sistem pengendalian aset tersebut secara tidak 
langsung menyebabkan tidak akuratnya informasi aset. Dampaknya adalah 
sering ditemukan aset yang dicatat dan dilaporkan, tidak sesuai dengan jenis, 
jumlah, dan status aset secara fisik. Ketidakakuratan informasi yang disajikan 
akan membuka peluang pihak-pihak tertentu untuk berusaha menguasai atau 
mengambil alih aset tersebut. Selain itu, aset yang tercatat tidak diketahui jelas 
dari mana sumber dananya, apakah berasal dari APBD, hibah, sumbangan, 
maupun sitaan dan sebagainya. 
Masalah lainnya yang terjadi pada pengelolaan aset/barang milik 
daerah Kabupaten Seram Bagian Barat salah satunya adalah belum dilakukan 
inventarisasi aset secara lengkap, belum semua daftar aset yang tercatat 
diketahui fisik dan keberadaannya, belum dilakukan penilaian, serta belum 
adanya pelaporan aset/barang yang memadai. Hal ini mengakibatkan 
penyajian nilai aset tetap sebagai komponen aset terbesar dalam neraca belum 
diyakini kewajarannya. 
Pengelolaan barang milik daerah harus diawali dari penyiapan sumber 
daya manusia yang mumpuni dan memiliki pemahaman yang baik tentang 
pengelolaan barang milik daerah. Hal ini penting karena dengan sumber daya 
manusia yang berkualitas, maka penerapan pengelolaan barang milik daerah 
dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
sehingga diharapkan dapat membersihkan catatan temuan pemeriksaan BPK. 
 
C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 
1. Pengelolaan Aset Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat  
Di pemerintahan, selain masalah perlakuan aset tetap untuk keperluan 
penyusunan laporan keuangan, masalah manajemen aset juga menjadi fokus 
perhatian. Menurut Doli D. Siregar (2004), manajemen aset lebih ditujukan 
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untuk menjamin pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dari pemerintah 
sehingga dapat meningkatkan pendapatan, yang akan digunakan untuk 
membiayai kegiatan guna mencapai pemenuhan persyaratan optimal bagi 
pelayanan tugas dan fungsi instansinya kepada masyarakat. Manajemen aset 
terdiri dari lima tahapan, Inventarisasi Aset, Legal Audit, Penilaian Aset, 
Optimalisasi Aset dan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) 
dalam pengawasan dan pengendalian aset (Supriyadi, 2008:30) 
 
Inventarisasi Aset  
Dalam penatausahaan aset, DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat 
baru melakukan inventarisasi ulang pada tahun 2013. Inventarisasi ulang ini 
dilakukan dengan cara pendataan melalui sensus barang milik daerah. Hal ini 
ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam pembukuan aset atau 
pelaksanaan penatausahaan/administrasi sehingga seluruh aset dapat 
dibukukan secara seragam dan dapat dengan mudah diketahui jumlah fisik, 
lokasi serta kondisinya. 
Jadwal Sensus Barang Daerah sesuai dengan yang tercantum dalam 
Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat menggambarkan 
kegiatan Sensus akan selesai pada minggu kedua bulan Desember tahun 2013. 
Namun, hasil pengamatan penulis pada bulan Mei tahun 2014, kegiatan baru 
berjalan sampai pada pengentrian data ke dalam Sistem Informasi Barang 
Daerah. Hal itu berarti pelaksanaan Sensus Barang Daerah di Kabupaten Seram 
Bagian Barat tidak berjalan sesuai dengan rencana. Ada beberapa hal yang 
menyebabkan waktu pelaksanaan kegiatan lebih panjang daripada yang 
direncanakan.  
Selain karena terhambat masalah biaya, pelaksanaan sensus barang 
daerah yang tidak berjalan dengan baik juga dipengaruhi oleh tidak sinkronnya 
data dari Bidang dan SKPD di Kabupaten Seram Bagian Barat. Hal itu 
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menyebabkan beberapa Bendahara Barang mengalami kesulitan dalam 
menginput data pada aplikasi SIMDA BMD. Sejauh pengamatan yang 
dilakukan pada Bidang Kekayaan Daerah DPPKAD Kabupaten Seram Bagian 
Barat, bendahara barang daerah dari masing-masing SKPD sering terlambat 
dan tidak tepat waktu dalam pelaksanaan sensus barang daerah ini. 
Karena permasalahan keterlambatan dari SKPD untuk melaporkan 
inventaris aset, maka proses sensus barang daerah berjalan tidak efektif dan 
efisien. Karena keterlambatan itu, DPPKAD melalui Sekretaris Daerah 
Kabupaten Seram Bagian Barat telah memberikan surat edaran kepada setiap 
Bendahara Barang di masing-masing SKPD Kabupaten Seram Bagian Barat 
untuk segera menyerahkan Kartu Inventaris Barang dan menginputnya dalam 
SIMDA BMD yang berada di Bidang Kekayaan Daerah DPPKAD. Dengan 
mengeluarkan surat edaran tersebut, diharapkan dapat mempercepat proses 
penginputan data dalam SIMDA BMD. 
Data aset bergerak pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat 
yang sudah dihimpun oleh Bidang Kekayaaan Negara DPPKAD memberikan 
keterangan bahwa jumlah kendaraan roda empat (4) adalah 147 unit. 127 unit 
berada dalam status aktif, dalam arti sedang digunakan oleh pejabat eselon II 
aktif maupun anggota dewan, pinjam pakai dan operasional kantor lainnya. 
Sedangkan 20 unit statusnya baru saja ditarik dari pejabat yang non aktif atau 
baru pensiun.  
Sedangkan untuk data kendaraan roda dua (2) adalah sejumlah 286 unit. 
Penggunaannya diperuntukkan bagi pejabat eselon III dan IV serta staf. 
Pengamatan yang dilakukan pada inventarisasi kendaraan roda dua pada 
Bidang Kekayaan Daerah DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat 
menunjukkan data yang tidak lengkap. Banyaknya jumlah kendaraan roda dua 
yang tidak tercatat siapa pejabat/staf penggunanya, serta tidak tercatat data 
bukti kepemilikannya. 
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Agar mendapat data yang pasti, penulis melakukan pengamatan pada 
data Kartu Inventaris Barang yang terdapat pada setiap SKPD. Hasilnya, pada 
Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB B) Peralatan dan Mesin juga ditemui 
banyak aset kendaraan roda dua dan roda empat yang tidak tercatat bukti 
kepemilikannya. Bahkan banyak data yang tidak menampilkan aset kendaraan 
roda dua dan kendaraan roda empat pada kolom KIB B Peralatan dan Mesin. 
Hal ini memberikan kesimpulan bahwa inventarisasi aset bergerak pada 
Bidang Kekayaan Daerah DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat tidak 
berjalan dengan baik.  
Legal Audit 
Dalam rangka inventarisasi aset, DPPKAD Kabupaten Seram Bagian 
Barat juga telah melakukan legal audit, yaitu menentukan inventarisasi status 
penguasaan aset. Bidang Kekayaan Daerah DPPKAD Kabupaten Seram Bagian 
Barat telah melakukan pengecekan status penguasaan aset dengan cara 
mengecek semua sertifikat dan bukti kepemilikan aset, seperti BPKB kendaraan 
bermotor. Hal ini menyebabkan DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat 
mampu mencantumkan status kepemilikan aset pada hasil SIMBADA.  
Pendataan legalitas terhadap barang milik daerah meliputi pendataan 
yang terdiri atas status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir 
penguasaan, dan lain-lain. Di dalam pelaksanaan sensus barang daerah, Tim 
BPKP telah melakukan pendampingan seperti perolehan data barang daerah 
dari masing-masing unit/satuan kerja pengguna barang, dan pendampingan 
penelusuran data dan dokumen kepemilikan aset masing-masing unit/satuan 
kerja pengguna barang, serta pendampingan cek fisik atas aset-aset yang 
bernilai material.   
Pendampingan tersebut selain untuk pendataan fisik sekaligus juga 
untuk pendataan legalitas dari barang daerah. Permasalahan menyangkut 
aspek legal yang terjadi di dalam pelaksanaan sensus barang tahun 2013 
terutama pada bidang barang 01 (tanah), bidang barang 09 (alat-alat angkutan), 
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dan bidang barang 06 (bangunan gedung). Permasalahan yang terjadi adalah 
menyangkut bukti kepemilikan pada ketiga bidang barang tersebut. Selain itu 
seluruh pengadaan tanah tahun 2008 sebanyak 18 lokasi juga tidak didukung 
bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah. Penyelesaian atas pengadaan tanah-
tanah tersebut hanya sampai dengan bukti Surat Pernyataan Penyerahan dan 
Pelepasan Hak atas Tanah dari penjual/pemilik kepada Pemerintah Kabupaten 
Seram Bagian Barat. Kondisi ini tidak sesuai dengan Undang-Undang 1 tahun 
2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 49 Ayat (1), disebutkan bahwa 
barang milik Negara/ Daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah 
Pusat/ Daerah harus disertifikasikan atas nama pemerintah Republik 
Indonesia/ Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Selain tanah, terdapat juga 
alat-alat angkutan yang tidak didukung bukti kepemilikan yang memadai 
berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Selain itu terdapat 
juga banyak gedung dan bangunan yang tidak didukung bukti kepemilikan 
yang memadai berupa Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Kondisi tersebut 
tidak sesuai dengan Undang-Undang 1 tahun 2004 Pasal 49 Ayat (2), yang 
disebutkan bahwa bangunan milik Negara/ Daerah harus dilengkapi dengan 
bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. 
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, jelas bahwa semua aset 
yang diserahkan kepada daerah, baik itu perolehannya melalui 
hibah/sumbangan dari pemerintah pusat menjadi aset/barang milik daerah. 
Oleh karena itu pencatatan dan proses legal audit harus dilaksanakan agar aset 
tesebut dapat digunakan dan dimanfaatkan secara optimal. Adanya kelalaian 
pada pengguna dan pengelola aset yang tidak bertanggungjawab dalam 
pendataan aset akan menimbulkan masalah misalnya menjadi temuan pada 
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini akan memperburuk 
penilaian BPK terhadap akuntabilitas kinerja keuangan daerah.  
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Ketidaklengkapan data kepemilikan aset bergerak juga terdapat pada 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian 
Barat. Seharusnya proses serah terima aset dari pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah disertai pula dengan berita acara serah terima aset. Namun 
tampaknya hal tersebut sulit untuk diwujudkan. Lambatnya proses legal audit 
ini menjadi hal yang serius. Karena aset yang digunakan tanpa ada bukti 
kepemilikan yang sah akan mempersulit dalam penggunaan dan 
pengelolaannya. Sehingga otomatis aset tersebut tidak akan dapat digunakan 
secara optimal agar memberikan manfaat kepada daerah, sebelum proses legal 
audit selesai dilaksanakan. 
Selain itu, ketidaklengkapan data kepemilikan dan berita serah terima 
barang ini tentu akan menjadi temuan dalam pemeriksaan laporan keuangan 
oleh BPK. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07 paragraf 16 tidak 
menyebut-nyebut syarat bukti kepemilikan sebagai syarat pengakuan suatu 
aset dalam neraca. Bahkan dalam paragraf 21, disebutkan bahwa pembayaran 
saja dapat dijadikan dasar pengakuan aset dalam neraca. Pencatatan dan 
penyajian aset dengan sendirinya masih ala kadarnya. Ditambah lagi dengan 
kekacauan akibat pemekaran wilayah, penyimpanan bukti peroleh dan bukti 
kepemilikan makin berantakan. Hal ini memerlukan komitmen yang kuat dari 
segenap komponen pemerintah daerah untuk membenahinya agar pengelolaan 
aset daerah menjadi lebih tertib.  
Penilaian Aset 
Penilaian aset dilakukan dalam rangka pengamanan dan penyusunan 
neraca daerah. Penilaian aset berpedoman pada Standara Akuntansi 
Pemerintah Daerah. Kegiatan penilaian barang milik daerah harus didukung 
dengan data yang akurat atas seluruh kepemilikan barang milik daerah yang 
tercatat dalam daftar inventarisasi barang milik daerah. Penilaian barang milik 
daerah selain dipergunakan untuk penyusunan neraca daerah, juga dapat 
dipergunakan dalam rangka pencatatan, inventarisasi, pemanfaatan, 
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pemindahtanganan dan inventarisasi. Penilaian aset merupakan satu proses 
kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai.  
Proses penilaian aset daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat 
dilakukan bersamaan dengan kegiatan sensus barang daerah tahun 2013. 
Awalnya kegiatan penilaian aset dilaksanakan dengan menggunakan jasa 
penilai dari PT Sucofindo. Namun karena tingginya anggaran yang harus 
dikeluarkan untuk menggunakan jasa PT Sucofindo, maka dipilih penilaian 
menggunakan pendampingan dari BPKP Provinsi Maluku.  
Beberapa kendala yang dihadapi adalah faktor kemampuan keuangan 
daerah yang tidak mencukupi untuk dilaksanakannya penilaian aset oleh pihak 
ketiga yaitu Sucofindo. Diharapkan setelah dilakukan penilaian aset tersebut, 
akan diperoleh informasi pasti jumlah aset yang dimiliki Kabupaten Seram 
Bagian Barat sehingga akan mempermudah dalam mengoptimalisasikannya 
dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah. 
Optimalisasi Aset 
Optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang 
bertujuan untuk mengoptimalkan (potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, 
legal dan ekonomi) yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset yang 
dikuasai pemerintah diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki 
potensi dan tidak memiliki potensi. 
Menurut Doli D. Siregar (2004), pemanfaatan BMN adalah 
pendayagunaan barang milik daerah yang tidak lagi digunakan sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsi Satker yang bersangkutan, akan dimanfaatkan secara 
optimal oleh pihak ketiga dengan tidak mengubah status kepemilikan. Bentuk-
bentuk optimalisasi pemanfaatan aset milik daerah tersebut dapat berupa: 
1. Penyewaan aset 
2. Pinjam pakai 
3. Kerjasama pemanfaatan 
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4. Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG) 
Menurut laporan dari DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat, pada 
tahun anggaran 2013-2014 Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan 
optimalisasi aset yaitu dengan pinjam pakai kendaraan dinas pemerintah 
daerah. Pinjam pakai kendaraan dinas ini adalah satu-satunya bentuk 
optimalisasi aset yang dilaksanakan oleh DPPKAD Kabupaten Seram Bagian 
Barat. Kendaraan dinas yang dipinjamkan adalah kendaraan dinas roda dua 
kepada pejabat pada instansi vertikal di lingkungan kabupaten Seram Bagian 
Barat sebagai berikut: 
1. Kasat Intel Polres Seram Bagian Barat 
2. Ketua Klasis Kecamatan Kairatu 
3. Ketua MUI Kabupaten Seram Bagian Barat 
4. Pastor Paroki 
Pada optimalisasi aset melalui pinjam pakai, biaya pemeliharaan aset 
sepenuhnya menjadi beban instansi yang meminjam. Dalam hal ini, pemerintah 
daerah hanya memberikan armada dalam hal ini mobil dinas untuk 
dipergunakan oleh pejabat pada instansi vertikal tersebut. Beban biaya 
operasional seperti bahan bakar, ataupun pemeliharaan berkala dan hal-hal 
yang terkait dengan anggaran yang dikeluarkan untuk menggunakan mobil 
dinas tersebut secara sepenuhnya menjadi tanggung jawab pejabat instansi 
yang meminjam. Dalam hal ini, proses serah terima aset harus disertai dengan 
berita acara serah terima aset, dan dengan demikian pejabat instansi yang 
meminjam pakai aset wajib bertanggung jawab terhadap armada mobil dinas 
tersebut apabila terjadi kerusakan dan hal-hal yang tidak diinginkan. 
Pengawasan Aset 
Para pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan barang milik daerah, 
pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap 
penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan 
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dan pengamanan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya. 
Namun, seluruh pengguna aset dalam hal ini pengguna kendaraan dinas baik 
roda empat maupun roda dua yang hampir sebagian besar adalah pejabat 
eselon II, III dan IV harus ikut bertanggungjawab dalam pengawasan dan 
pemeliharaan aset tersebut. Begitu pula bagi pengelola aset pada masing-
masing SKPD, bendahara pengelola barang harus mengawasi secara ketat dan 
mencatat dengan akurat data aset yang dipergunakan oleh satuan kerjanya. 
Pada dasarnya pengawasan sebagai bagian dari pengendalian secara integral. 
 
 
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pada Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram 
Bagian Barat 
 
Organisasi dan Manajerial 
Organisasi yang tergambar dalam struktur organisasi yang jelas berupa 
susunan satuan organisasi beserta pejabat, tugas dan wewenang, serta 
hubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Manajemen 
merupakan proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha 
kerjasama, sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai. Arti penting 
dari manajemen terhadap penciptaan suatu pemerintahan yang baik, baik atau 
tidaknya manajemen pemerintah daerah tergantung dari pimpinan daerah 
yang bersangkutan, khususnya tergantung kepada Kepala Daerah yang 
bertindak sebagai manajer daerah. 
Seorang Kepala Seksi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk 
mengatur dan mengarahkan staf, serta membantu atasan dalam menjalankan 
fungsi organisasi. Absennya pejabat memberi pengaruh buruk terhadap 
organisasi dan manajerial sehingga pengelolaan aset yang menjadi tugas pokok 
dan fungsi Bidang Kekayaan Daerah tidak berjalan dengan optimal. 
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Kualitas Sumber Daya Manusia 
Manusia ialah faktor yang paling esensial dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam 
sistem pemerintahan. Agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan dengan 
baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subyek harus 
baik pula. Atau dengan kata lain, mekanisme pemerintahan baik daerah 
maupun pusat hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan 
seperti yang diinginkan apabila manusia sebagai subyek sudah baik pula.  
Berbagai kelemahan khususnya yang berhubungan dengan Sumber 
Daya Manusia (SDM) khusus pada pengelolaan keuangan daerah, akan diatasi 
dengan Bimbingan Teknis Pelaporan Keuangan pada seluruh Bendahara dan 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ada di Kabupaten SBB. Dengan begitu, 
seluruh kegiatan dan program serta aplikasi yang dilakukan diharapkan dapat 
membantu pemerintah Kabupaten SBB bangkit dari opini disclaimer pada 
pelaporan keuangan. 
 
Kemampuan Keuangan Daerah 
Salah satu hambatan dalam pengelolaan aset daerah, khususnya dalam 
proses sensus barang daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat adalah masalah 
kemampuan mengalokasikan anggaran.  
Anggaran adalah alat utama pada pengendalian keuangan daerah, 
sehingga rencana anggaran yang dihadapkan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) harus tepat dalam bentuk dan susunannya. Anggaran 
berisi rancangan yang dibuat berdasarkan keahlian dengan pandangan ke 
muka yang bijaksana, karena itu untuk menciptakan pemerintah daerah yang 
baik untuk melaksanakan otonomi daerah, maka mutlak diperlukan anggaran 
yang baik pula.  
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3. Upaya Optimalisasi Pengelolaan Aset Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat 
 
Identifikasi Aset-Aset Pemerintah Daerah 
Identifikasi dan inventarisasi aset daerah tersebut penting untuk 
pembuatan Neraca Kekayaan Daerah yang akan dilaporkan kepada 
masyarakat. Untuk dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi aset daerah 
secara lebih objektif dan dapat diandalkan, pemerintah daerah perlu 
memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independen.Dengan 
identifikasi aset yang akurat, bukan hanya akan menghasilkan laporan 
keuangan pemerintah daerah yang baik, tapi dapat memberikan manfaat 
kepada daerah untuk pelaksanaan pemerintahan yang baik.  
 
Pengembangan Database Aset Pemerintah Daerah 
Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif 
serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka 
pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi 
manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan 
keputusan. Sistem informasi manajemen aset daerah juga berisi data base aset 
yang dimiliki daerah. Sistem tersebut bermanfaat untuk menghasil laporan 
pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi tersebut juga bermanfaat 
untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan pengadaan barang 
dan estimasi kebutuhan belanja (modal) dalam penyusunan APBD. Program 
aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, 
pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah. 
Output aplikasi ini antara lain : 
1. Perencanaan 
2. Pengadaan   
3. Penatausahaan  
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4. Penghapusan  
5. Akuntansi 
Aplikasi SIMDA BMD dikembangkan dalam dua basis, yaitu berbasis 
dekstop dan berbasis Webserta serta dapat dikoneksikan dengan GIS. Dalam 
implementasinya, penerapan SIMDA BMD ini baru dipusatkan pada DPPKAD 
saja, dan belum ada perangkat tambahan pada masing-masing satuan kerja 
perangkat daerah. Sehingga dalam proses penginputan data, bendahara 
pengelola barang dari tiap-tiap SKPD harus melakukannya melalui komputer 
yang ada pada DPPKAD. Selain perangkat keras dan perangkat lunak SIMDA 
BMD, upaya lainnya adalah operator SIMDA BMD harus tersedia dan mampu 
menjalankan sistem dengan baik, mengoperasikan dan memberikan kontribusi 
dalam pengembangan sistem ke depan. 
Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah  
Pada dasarnya, fungsi pengawasan dan pengendalian aset daerah ini 
sudah ada pada tugas pokok dan fungsi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.  
Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik 
daerah secara berdayaguna dan berhasilguna, maka fungsi pembinaan, 
pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib 
administrasi pengelolaan barang milik daerah. Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 
Milik Daerah, menjelaskan bahwa pengendalian merupakan usaha atau 
kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan 
berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sedangkan pengawasan 
merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang 
sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan 
sesuai peraturan perundang-undangan. 
 
Melibatkan Jasa Penilai Aset  
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Upaya melibatkan jasa penilai aset yang independen merupakan 
langkah yang baik untuk secara langsung mewujudkan pemerintah yang 
bersih. Penilai aset independen dalam hal ini terlepas dari segala kepentingan 
yang terkait dengan pelaksanaan pemerintahan secara langsung. Oleh karena 
itu, output yang dihasilkan lebih akurat dan persisten untuk menampilkan 
informasi mengenai aset daerah. Pelibatan jasa penilai aset ini pernah akan 
dilaksanakan oleh DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat, namun karena 
kendala kemampuan keuangan daerah, kemudian batal dilaksanakan.  
Proses penilaian aset yang dilaksanakan oleh penilai aset independen 
memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar. Namun hal ini sangat baik 
untuk diterapkan pada upaya mengoptimalkan aset daerah demi mewujudkan 
pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah 
daerah menyediakan alokasi anggaran yang cukup untuk membiayai proses 
penilaian aset tersebut. Karena hal ini akan memberikan manfaat yang baik 
bagi manajemen aset daerah serta memberikan semangat kepada seluruh 
pengguna dan pengelola aset untuk mengoptimalkan aset daerah yang sudah 
dimiliki sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan 
daerah. 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab terdahulu 
maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah: 
1. Pengelolaan aset pada DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat belum 
berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari 4 aspek manajemen aset 
yaitu: 1) Inventarisasi aset yang belum berjalan dengan baik karena 
sensus barang daerah terhambat oleh tidak sinkron dan tidak 
lengkapnya data pada hampir setiap bendahara pengelola barang daerah 
dengan data pada DPPKAD. 2) Legal audit yang belum dilaksanakan 
secara optimal karena banyaknya barang daerah yang perolehannya dari 
hibah pemerintah pusat tidak dicatat dan dilaporkan kepada DPPKAD. 
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3) Penilaian aset yang belum selesai dilaksanakan oleh karena 
terhambatnya pencairan dana untuk penyelenggaraan penilaian aset 
oleh pihak ketiga. 3) Optimalisasi aset yang tidak maksimal sehingga 
minim manfaat bagi pendapatan daerah, serta 4) Pengawasan dan 
pengendalian aset yang lemah karena tidak dilaksanakannya sistem 
pengendalian intern pemerintah daerah. Keempat aspek ini 
mengakibatkan tidak tertibnya administrasi pada Dinas Pendapatan 
Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset pada DPPKAD 
Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu: 1) Faktor organisasi dan manajerial 
terlihat dari jabatan struktural yang tidak definitif menghambat dalam 
pengambilan keputusan dan kinerja organisasi DPPKAD. 2) 
Kemampuan sumber daya manusia terutama pengelola barang daerah 
yang kurang memahami manajemen aset daerah mengakibatkan 
terhambatnya inventarisasi aset daerah, terutama kemampuan dalam 
mengoperasikan sistem informasi barang daerah (SIMBADA) dan 3) 
Rendahnya kemampuan keuangan daerah yang disediakan untuk 
pembiayaan pengelolaan barang milik daerah, salah satunya 
mempengaruhi kegiatan penilaian aset daerah yang pelaksanaanya 
menjadi terhambat karena keterlambatan pencairan anggaran. 
3. Upaya yang harus dilakukan agar pengelolaan aset pada DPPKAD 
Kabupaten Seram Bagian Barat berjalan dengan baik adalah 1) 
Identifikasi aset-aset daerah untuk memperoleh informasi yang akurat 
dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki pemerintah 
daerah sehingga menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang baik. 
2) Pengembangan data base aset daerah yang bermanfaat untuk 
menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang valid. 3) Pengawasan 
aset daerah dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan 
aset dibantu oleh peran masyarakat dan DPRD serta auditor internal. 4) 
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Keterlibatan Jasa Penilai (Appraisal) yang independen sehingga dapat 
memberikan informasi mengenai status hukum aset daerah dengan 
tepat.  
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